BAB IV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Proposal
skripsi ini dapat disimpulkan
1. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 mengatur
kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja
Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga di bawah
Presiden yang bertanggung jawab atas wurusan
pemerintahan dalam negeri, termasuk otonomi daerah,
administrasi kewilayahan, dan desentralisasi.
Kemendagri dipimpin Menteri (dibantu Wakil Menteri
jika ada), dengan fungsi utama merumuskan serta
melaksanakan kebijakan di bidang politik pemerintahan,
otonomi daerah, pembangunan daerah, keuangan
daerah, kependudukan, pengawasan, dan pembinaan
pemerintahan daerah. Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15
berada di bawah Menteri, bertugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan pembinaan administrasi
kewilayahan termasuk kewenangan ketat Menteri
Dalam Negeri dalam pembentukan dan penetapan
daerah otonomi sesuai Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Kementerian Negara, dan , Undang-
Undang Pemerintahan Daerah, untuk mendukung

pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan selaras
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dengan desentralisas Kewenangan Mendagri dalam
pembentukan dan penetapan daerah otonom bersifat
administratif dalam pengawas hierarkis sesuai ,
Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014, meliputi
verifikasi dokumen, pembatalan Peraturan daerah
provinsi ultravires, fasilitasi Daerah Otonomi Baru, dan
koordinasi urusan konkuren, tetapi terbatas pada
atribusi/delegasi tanpa kekuasaan absolut serta wajib
selaras dengan Pasal 18B , Undang-Undang Dasar 1945
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menteri Dalam Negeri dalam pembentukan dan
penetapan daerah otonom pada prinsipnya bersifat
terbatas, bersumber pada atribusi dan delegasi undang-
undang, serta tidak dapat dijalankan secara absolut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri
bertindak sebagai wakil pemerintah pusat yang
menjalankan fungsi verifikasi administratif, fasilitasi,
dan rekomendasi teknis termasuk melalui mekanisme
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum
keputusan strategis ditetapkan oleh Presiden. Dalam
konteks sengketa empat pulau antara Aceh dan
Sumatera Utara, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 dalam kasus sengketa
empat pulau (Lipan, Panjang, Mangkir Gadang,



85

Mangkir Ketek) antara Aceh dan Sumatera Utara
menunjukkan problem yuridis karena berdampak
langsung pada status wilayah, sementara pembentukan
atau penetapan daerah otonom secara normatif
mensyaratkan keterlibatan lembaga perwakilan (Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 71 Dewan
Perwakilan Rakyat berwenang membentuk undang-
undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama, memberikan persetujuan atau
tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan
oleh = Presiden untuk menjadi undang-undang,
membahas rancangan undang-undang yang diajukan
oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat,
membahas rancangan undang-undang yang diajukan
Dewan Perwakilan Daerah mengenai otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta
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perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan
mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah sebelum
diambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden.”

Pemerintah daerah, serta penghormatan terhadap
aspek historis, sosiologis, dan hukum adat sebagaimana
semangat Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus sengketa 4 pulau
Aceh-Sumut via Kepmendagri 300.2.2-2138/2025
berisiko cacat hukum karena abaikan historis
(kesepakatan 1992, MoU Helsinki 2005), minim
partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah/musyawarah Aceh, dan bentrok otonomi
khusus diselesaikan intervensi Presiden Prabowo Juni
2025 wuntuk harmoni Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dengan solusi mediasi inklusif, integrasi data
historis, serta revisi regulasi hindari "dua matahari"
konstitusional

2. Dari perspektif siyasah dusturiyah, penetapan ini
melanggar prinsip kemaslahatan umat, keadilan (QS An-
Nisa: 58), dan keseimbangan pusat-daerah dalam negara
kesatuan, berpotensi memicu konflik sosial meskipun

bertujuan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 , Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Pasal 71
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Indonesia.  Analisis  yuridis-normatif —menegaskan
perlunya harmonisasi administratif dengan nilai syariah
untuk mencegah ketegangan antar provinsi.

B. Saran

1. Kementerian Dalam Negeri harus melibatkan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah , dan musyawarah secara wajib dalam proses
verifikasi batas wilayah dalam pembentukan,
penggabungan, dan pengapusan daerah otonomi yang
bertujuan untuk memastikan transparansi dan
kepatuhan terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun
2014 dan Peraturan Presiden Nomor 149 tahun 2024.

2. Lakukan penelitian mendalam untuk
mengintegrasikan  prinsip siyasah = dusturiyah dengan
otonomi khusus Aceh. Evaluasi dampak MoU Helsinki
terhadap pengelolaan pulau-pulau adat, guna
menyempurnakan model pengelolaan wilayah berbasis
hukum dan budaya lokal, , dan prinsip siyasah
dusturiyah, yang menekankan musyawarah serta nilai-
nilai  Islam  dalam  pengambilan  keputusan

administratif.
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